BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Derajat
Desentralisasi, Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014-2017
memiliki rata-rata derajat desentralisasi sebesar 9,01%. Berdasarkan
kriteria penilaian maka derajat desentralisasi Kabupaten Manggarai
dikategorikan rendah sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah
belum mampu untuk berotonomi.

2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Ketergantungan
memiliki rata-rata rasio sebesar 90,16%. Berdasarkan kriteria penilaian
maka ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Manggarai dikategorikan tinggi sekali terhadap dana transfer dalam
penyelenggaraan roda pembangunannya.

3. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Kemandirian
Keuangan memiliki rata-rata rasio sebesar 10,05%. Berdasarkan kriteria
penilaian kemandirian maka Kabupaten manggarai dikategorikan
memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dalam
penyelenggaraan pembangunannya.

4. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio efektivitas PAD
memiliki nilai rata-rata sebesar 96,34%, selama tahun 2014-2017.

Berdasarkan kriteria penilaian maka secara umum efektivitas PAD
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dikatakan cukup efektif dalam merealisasi target PAD yang telah
dianggarkan.

5. Kinerja PAD dilihat dari rasio efisiensi memiliki rata-rata rasio 2,10%.
Berdasarkan kriteria penilaian maka efisiensi PAD kabupaten Manggarai
secara umum dikategorikan sangat efisien dalam memobilisasi
pemunggutan PAD.

6. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar
10,29%. Hal ini menunjukan bahwa kontribusi PAD dari tahun 2014-
2017 terhadap belanja daerah secara umum dikategorikan sangat rendah
bila dibandingkan dengan dana transfer.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan dan mengali
potensi dan sumber PAD yang baru serta mengoptimalkan sumber-
sumber PAD yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan derajat
desentralisasi, menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana
transfer serta meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten
Manggarai juga harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi PAD demi
terlaksananya otonomi daerah.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan
tanggung jawab mereka terhadap pembangunan daerah melalui kegiatan-
kegiatan penyuluhan tentang pajak serta mempermudah proses

pembayaran pajak dan retribusi
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. Pemerintah perlu meningkatan sumber daya manusia secara khusus bagi
aparat pemerintah untuk lebih kreatif dalam mengolah dan mencari
sumber PAD yang baru.

. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib
pajak, dan melakukan penagihan langsung terhadap wajib pajak yang
belum membayar pajak sehingga target pajak yang telah dianggarkan
dapat terealisasi.

. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana prasarana pariwisata
seperti Danau Ranamese dan Liang Bua sehingga menarik para
wisatawan untuk berkunjung sehingga dapat meningkatkan pendapatan
retribusi daerah.

. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak

rasio mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
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